BUPATI BENGKALIS

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 49 TAHUN 2016
TENTANG

KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI, ESELONERING, TUGAS,
FUNGSI DAN URAIAN TUGAS SERTA TATA KERJA PADA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKALIS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah
Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja
pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Bengkalis;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan
Daerah Provinsi Sumatera Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa;,

6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa;




U e2a
7. ;.Peraturan Pemermtah Nomor k18f Tahuﬁ 20 16 teritang. 5
o Perangkat Daerah ' ’ L .

‘8. 'Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalls Nomor 3 Tahun 20 16 - . 5
2 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. e

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : »PERATURAN BUPATI BENGKALIS TENTANG KEDUDUKAN, .
, ' . SUSUNAN ORGANISASI ESELONERING TUGAS,; FUNGSI DAN -
- URAIAN TUGAS ' SERTA TATA KERJA PADA = DINAS = . =
: ;PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN .
: 'BENGKALIS : o

e BABI i
i KETENTUAN UMUM

Pasal 1

o Dalam Peraturan Bupatl ini yang d1maksud dengan:

¥ 1. ’Daetah adalah Kabupaten Bengkahs
2. ,Bupatl adalah Bupat1 Bengkahs |

'3;‘,‘«D1nas adalah Dmas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan LR
' gDesa Kabupaten Bengkahs : G .

4 Kepala adalah Kepala Dlnas Pemberdayaan Masyarakat danﬂ i
S Desa Kabupaten Bengkalls : o

5 Sekretarlat ’; adalah Sekretarlat Dlhas P,embér.dayaar‘l' :
E Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkahs ' i

6. Sekretarls adalah Sekretans Dmas Pemberdayaan Masyarakat[ -
; dan Desa Kabupaten Bengkahs '

7. Unit Pelaksana Teknls yang selanjutnya dlsebut UPT adalahi‘» L
Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
' Desa ‘yang melaksanakan ‘ keglatan teknis operasmnal
- dan / atau keglatan tekms penunjang tertentu

BABI
KEDUDUKAN &

Pasal 2

(1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan unsur
- pelaksana urusan’ pemermtahan yang menjad1 kewenangan
*daerah
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(2) Diﬁas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dibawah dan
bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

, . BABII
SUSUNAN ORGANISASI

~ DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Pasal 3 -

(1) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa, terdiri - dari: :

a..

b.

f.

g.

Kepala;

SekretaLriat terdiri dari:

~‘1) Sub ' Bagian Penyusunan' Program, Umum dan

Kepegawaian;
2) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan

: Bldang Pemerlntahan Desa, terdiri dan

’ 1) Seksi Penataan dan Admmlstra31 Pemerintahan Desa;
'2)  Seksi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa; dan

3) Seksi Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa.

 Bidang Pembangunan dan. Pemberdayaan Masyarakat

terdiri darl

1) Sek51 Pengelolaan Pelayanan Sosial Dasar dan
Pemberdayaan Masyarakat;

. 2) Seksi Pendayagunaan Teknolog1 Tepat Guna dan

Pembangunan Sarana Prasarana; dan

| 3) Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi.

Bidang Kelembagaan, Kcrjésama Desa dan Pembangunan

~ Kawasan Perdesaan, terdiri dari:

D Sek51 Pembangunan Kawasan Perdesaan;
'2) Seksi Kelembagaan; dan
-3) Seksi Kerjasama Desa dan Evalua31 Perkembangan

Desa;

‘Unit Pelaksanaan Teknis; dan

Kelompok Jabatan fungsmnal

(2) Bagan Susunan Orgamsam Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa sebagaimana tercantum dalam lamplran yang
merupakan baglan tidak terplsahkan dar1 Peraturan ini.
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BABIV

TUGAS DAN FUNGSI SERTA URAIAN TUGAS

oo a'\‘,

fn pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit
orgamsas1 dl hngkungan Dmas Pemberdayaan Masyarakat dan

. ifDesa

‘Kepala dalam ' melaksanakan tugas sebaga1mana dlmaksud_ o
- pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi: i

Baglan Kesatu
KEPALA

Pasa] 4

2(1) Kepala membantu Bupat1 melaksanakan urusan pemenntahan .
" yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan“ S
G d1b1dang pemberdayaan masyarakat dan Desa. :

@

,perumusan kebljakan daerah dlbldang pemermtahan Dcsa
- pembangunan dan’ pemberdayaan - masyarakat Desa,
kelembagaan, kerjasama desa dan pembangunan kawasan .
perdesaan ’ : : o : . ‘

- ‘pelaksanaan kebl_)akan daerah dlbldang pemerlntahan‘f

. Desa, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa,
- kelembagaan, kerjasama desa dan pembangunan kawasan ,

perdesaan

o pelaksanaan koordma31 penyedlan ‘ mfrastruktur dan’
- pendukung dibidang pemermtahan desa, pembangunan: e
. dan pemberdayaan masyarakat desa, kelembagaan,
H kerjasama Desa: dan pembangunan kawasan perdesaan;

: penmgkatan kualitas sumber daya manusia dlbldang
- pemerintahan Desa pembangunan ‘dan pemberdayaan. .
~ masyarakat Desa, kelembagaan, keljasaxna Desa dan
" pembangunan kawasan perdesaan;

.~'I?}pemantauan pengawasan evalua31 "dan - pelaporan -
- penyelenggaraan dlbldang _pemerintahan  Desa,
- pembangunan . dan pemberdayaan masyarakat Desa,
 kelembagaan, kerjasama Desa dan pembangunan kawasan

o perdesaan : ‘

. pelaksanaan : adrmnlstras1 “Din‘a‘s Pemberdayaan
5 Masyarakat dan Desa; dan ‘ S e

- ‘pelaksanaan tugas laln yang dlberlkan oleh Bupat1

5 ?Bagian =Keduaﬂ
SEKRETARIAT

Pasal 5

Sekretarlat : mempunyal ,, tugas melakukan ~ memberikan




s
(2) Sekretariat  dalam. _melaksanakan tugas sebagaimana
‘ dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi: ~

a. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana, prograin, |
-anggaran dibidang pemberdayaan masyarakat dan Desa;
'b. pembinaan dan pemberian -dukungan administrasi yang
- meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah
‘tanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan -
- dokumentasi; : ‘ '

- c. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;

d. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan peraturan
perundang undangan; - S e

‘ e. p'eng'elolaa:ilﬁ'barang milik/ kekéyaén daerah; dan
f.  pelaksanaan tUgas lain yangdiberikan oleh Kepala sesuai
~dengan tugas dan fungsinya. :

(2) Susunan Organisasi Sekrétaﬁat, terdiri dari:

“a. Sub Bagian Penyusun.én Program, Umum dan
- Kepegawaian,; P o »

’ b. Sub Bagian Keuangan dan Pérlengkapan.

" Pasal 6

(1) Sub Bagian Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian
mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan bimbingan,
kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis serta layanan
dibidang penyusunan program, umum dan kepegawaian.
sesuai dengan ketentuan yang berlaku. ‘

| (2) Uraian Tugas tersebut 'pada ayat (lk) sebagai berikut: -

a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Penyusunan Program,
© Umum dan Kepegawaian berdasarkan data kegiatan tahun -
sebelumnya  dan sumber data yang ada sebagai bahan
- untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang telah ditetapkan; »

b. menghimpun dan fmempclajai\'i' peraturan perundang-
" undangan kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis:
serta bahan-bahan. lainnya yang berhubungan dengan
tugas Sub Bagian - Penyusunan Program, Umum dan
- Kepegawaian,; ' ‘ L o w

¢. mencari, mengumpulkan, menghimpun, mensistematisasi
kan dan mengolah data serta menganalisa data dan

" informasi yang berhubungan’ dengan tugas Sub Bagian

' Penyusunan Program sebagai kerangka acuan/pedoman
penyusunan program, umum dan kepegawaian; |




. fmengmventarlsu ’berfnaSQahan4PCMasalahan “yang’
. berhubungan dengan tugas “Sub  Bagian ' Penyusunan
Program, Umum dan- Kepegawalan serta menylapkan

e ':bahan bahan dalam rangka pemecahan masalah;

: meny1apkan bahan penyusunan ~kebijaksanaan, pedoman o

dan. petunjuk teknls dlbldang penyusunan program, umum .
dan kepegawalan : ‘

‘ :melakukan koord1nas1 dan smgkromsa31 keglatan dengan'

o ~‘b1dang dan satuan kerja perangkat daerah terkalt la1nnya

r mengkoordlmr penyusunan dan pembuatan Rencana Kerja )

" -‘:Tahunan/ RKT ' Dinas, Arah ' Kebijakan Umum (AKU)
‘Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA

" SKPD), RENSTRA dan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ)

~serta Laporan Akuntablhtas Klnerja Instan51 Pemenntah L

o (LAKIP);

. ,,melakukan koord1nas1 dan konsultam dengan 1nstansi

“terkait - 'dalam rangka: penmgkatan pengelolaan urusan .

penyusunan program urnum dan kepegawalan

.mengarahkan dan mend1str1bus1kan surat masuk dan

g l.fkeluar sesuai dengan kepentlngan dan permasalahannya

"*'rnenehtl usulan permmtaan forma31 pegawa1 hngkup dmas ;
~. dan menylapkan ‘konsep petun_]uk penyusunarn formasi

’ 'pegawal pegawai sebagai perencanaan kebutuhan pegawal
: sesua1 dengan kebutuhan dinas;

. ~member1kan saran dan pertlmbangan kepada Sekretansf :
“itentang langkah—langkah atau tmdakan yang periu dlambll
id1b1d'1ng tugasnya, - v

= V?»_mengatur urusan rumqh tangga dmas menata kemdahan
. dan kebersxhan kantor ', serta ‘ keamanan lmgkungan

: fkantor, ;

: Tmelakukan ‘tugas d1b1dang hukum Qrganisasi “dan
' i tatalaksana serta hubungan masyarakat g

. melakukan pengelolaan perpustakaan kear31pan dlnas_:

T dan. melakukan pendokumenta31an keglatan dinas;

. ri‘membuat laporan pelaksanaan keglatan Sub Baglan

- Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian sesuai

 dengan data yang ada berdasarkan kegiatan yang telah =

~dilakukan untuk dlpergunakan sebagal bahan masukan s
‘ bag1 atasan; . - '

. Vf:rnelakukan pengelolaan perpustakaan, kear31pan dmas :
- dan melakukan pendokumenta31an kegiatan dinas; dan



r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

_baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang ,

© tugasnya - dalam rangka ‘kelancaran pelaksanaan tugas -
_padaSekretariat. 0 e

F:Pa\s‘ai .
__mepyiapkanvbahanebahan,_bimbingan, kebijakan, pedoman, dan
_petunjuk = teknis . serta layanan “dibidang keuangan dan = -
: \r‘perkl‘engkapanl sesuai dengan ketentuan yang berlaku. SR

(1) Sub Bagian‘ Kei,lahgan dan . Perlengkapari mempunyai tugas

2) 'Urérién Tu’gaszterSebut‘ipada ayatiﬁz(1);}sebagaivberikut:

a. merencanakan Kkegiatan  Sub Bagian Keuangan dan
- Perlengkapan = berdasarkan ~data ' kegiatan  tahun
" gebelumnya dan sumber data yang ada sebagai bahan
© untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan
- perundang-undangan yang telah ditetapkan; - D

b. menghimpun ' dan  mempelajari peraturan perundang-
. undangan kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis
- serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan
~ tugas Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan; i

c. 'mencari, mengumpulkan, menghimpun, ‘mensistematisasi -
~kan dan mengolah ‘data serta ‘menganalisa data dan
. .informasi yang. berhubungan dengan tugas Sub Bagian
 Keuangan ~ dan  Perlengkapan - sebagi  kerangka
“acuan/pedoman penyusunan rencana kegiatan;

d ménginVentériSif‘ 'Vpérmaséléhéﬁ;—permasalahan yang
-~ berhubungan dengan_ tugas Sub Bagian Keuangan dan -
- Perlengkapan . serta menyiapkan bahan-bahan dalam

* rangka pemecahan masalah;
emengusulkan kepada : Sekretar1s _‘ '-'tér‘ltang | pe‘nunjukaﬁ
~ bendahara = pengeluaran,  pembantu - bendahara
- pengeluaran, penyimpan barang, pengurus barang dan .

~ pembantu pengurus barang;

o melaléukan’. 3pengavvasan;: pengendalian dan mengévaliuas'iﬂ
. terhadap - kinerja bendahara - pengeluaran, pembantu
- bendahara pengeluaran penyimpan barang, pengurus
_ barang dan pembantu pengurus - barang; : i

g '»‘_"menghirr‘ipun‘dan‘mempe.rksiapkan} bahan dan data untuk
SR pe‘nyusunan‘rencana{keb‘umhan barang; '




(1)

(2

h‘.
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‘melaksanakan pengelolaan ‘administrasi keuangén yang

mencakup administrasi gaji pegawai, insentif tenaga kerja
sukarela, PNS, melakukan usulan kenaikan gaji berkala
serta  melakukan pembukuan, membuat Laporan
Pertanggung Jawaban (LPJ) keuangan, evaluasi dan
laporan kegiatan keuangan dinas;

melakukan pengawasan terhadap inventaris barang serta
membuat Kartu Inventaris Barang (KIB) dan membuat
Kartu Inventaris Ruangan (KIR); :

mengatur perlengkapan kantor . penataaan dan
pengamanan aset, tindak lanjut LHP, ganti rug1 serta
proses administrasi perjalanan ‘dinas pegawai sesuai

“petunjuk atasan;

memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris.
sebagai bahan masukan untuk penentuan kebijakan lebih
lanjut :

membuat laporan hasil pelaksanakan tugas Sub Bagian
Keuangan = dan Perlengkapan sebagai bahan»

pertanggung]awaban dan -

melaksanakan tugas ain yang deerlkan oleh Sekretans
baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang
tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas
pada Sekl etariat. ‘

, Baglan Ketlga
BIDANG PEMERINTAHAN DESA
Pasal ‘8

Bidang Pemerintahan Desa mémpunyai tugas melaksanakan
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan serta pemantauan dan
evaluasi dlbldang penataan dan admmlstra81 pemerintahan

- Desa.

Bidang Pemenntahan Desa menyelenggarakan fungsi sebagai
berlkut '

a.

perumusan kebl_]akan d1b1dang fasilitasi penataan Desa,
penyelenggaraan - administrasi = pemerintahan  Desa,
pengelolaan keuangan dan aset Desa, produk hukum

'Desa, pemilihan kepala Desa, perangkat Desa,

pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan;
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1-;«b.1';‘5pelaksanaan 1<eb1_1akan d1b1dang fasﬂ1tas1 penataan Deqab

penyelenggaraan. admlnlstra81 pemerlntahan Desa,
B pengelolaan keuangan dan- aset  Desa, produk hukum

. Desa, pemlhhan kepala Desa, . perangkat Desa

¥ »pelaksanaan penugasan urusan pemenntahan

bfc. : 'rpelaksanaan pemblnaan umum dan koordinasi dlbldang =

_ fasilitasi - penataan Desa, penyelenggaraan administrasi

. ‘ pemerintahan Desa, pengelolaan keuangan dan aset Desa, '
- produk hukum- desa, pemlhhan kepala Desa, perangkat

| . Desa, pelaksanaan penugasan urusan pemenntahan

- d pelaksanaan pemetaan urusan pemermtahan desa

e pemberlan blmbmgan tekms ‘dan - superv1s1 d1b1dang]
fasilitasi penataan desa, penyelenggaraan administrasi

@

e pelaksanaan pemantauan evaluas1 dan pelaporan T iy

"‘Qudlbldang fasilitasi penataan Desa, penyelenggaraan
admmlstras1 pemermtahan Desa, pengelolaan keuangan

idan aset Desa, produk: hukum Desa, pemilihan kepala -
" Desa, perangkat Desa pelaksanaan penugasan urusan -

: pemenntahan

 pemerintahan Desa, pengelolaan keuangan dan aset Desa,

produk hukum Desa, pemlhhan kepala Desa, perangkat |
S Desa pelaksanaan penugasan urusan pemermtahan

g pelaksanaan adrmmstram pada bldang Pemermtahan : ;

Desa dan EEE

h pelaksanaan tugas laun yang dlbcrlkan oleh kepala Dlnas“ :

i "sesual dengan tugas dan fungsmya

Susunan Organlsa81 B1dang Pemerlntahan Desa terdln darl

Sek81 Penataan dan Admlnlstra51 Pemermtahan Desa

‘b -Seksi Pengembangan Kapas1tas Aparatur Desa; dan

(1

Sek31 Keuangan dan Aset Pemermtahan Desa.

Pasal 9

Seks1 Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa =
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan

- pelaksanaan kebgakan - dibidang fasilitasi penataan dan
“administrasi- pemerlntahan ‘desa “antara lain melaksanakan -
"»pembmaan umum dan koordinasi, pelaksanaan pemantauan, . -
‘evaluasi, .dan pelaporan, . ‘pemberian bimbingan teknis dan
_supervisi, ‘dibidang fa3111ta31 tata wilayah Desa/Kelurahan,
“penamaan ‘dan kode Desa, penataan kewenangan Desa- dan .
urusan pemerintahan, produk hukum Desa dan adm1mstra31
, pemermtahan Desa




(2) Ufaia_n ,’T‘ilgas tersebut pada ayat (1) sebagai berikut:

-a.

*menjriapkan  bahan perumusan - dan  Pelaksanaan

kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi,

pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan,
~ pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta fasilitasi
~ dibidang fasilitasi = pembentukan, penghapusan,
penggabungan dan penetapan Desa; :

'menyiapkan ~ bahan perurnusan dan 'pelaksanayan»‘
. kebijakan, pelaksanaan pembinaan- umum dan koordinasi,

pelaksanaan. pemantauan, evaluasi, dan °pelaporan,
pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta fasilitasi

‘dibidang perubahan status Desa, pembuatan peta dan

batas wilayah Desa; .

Amenyiapkank‘ bahan perumusah dan pelaksanaaﬁ
* kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi,

pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan,

- pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta fasilitasi
_dibidang penamaan Desa; o

meﬁyiapkan bahan pémmusan‘ dan  pelaksanaan

_kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi,

pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan,
pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta fasilitasi-

~ dibidang kode Desa;

" menyiapkan bahan bemrﬁdsan " dan  pelaksanaan

kebijakan, pvelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi,
pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan,

~ pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta fasilitasi
- dibidang penataan urusan otonomi Desa; ‘

:rhenyiapkanf bahan "'per‘umusan dan pelaksanaan“_

kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi,

 pelaksanaan  pemantauan, evaluasi, ~dan pelaporan,

pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta fasilitasi

“dibidang penugasan urusan pemerintahan; .

. menyiapkan bahan' - perumusan dan pelaksanaan
" kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi,

pelaksanaan pemantauan, ‘ekvalkuasi, dan pelaporan,

" pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta fasilitasi -
. dibidang produk hukum Desa tentang pemerintahan;

méhyiapkan bahan perumusan dan pelaksanéan

‘kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi, -
pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan,

" pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta fasilitasi
- dibidang pemilihan kepala Desa; : ' '




e - kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi, . - .

(1)

B 1

i. meny1apkan bahan perumusan dan Pelaksanaan

~pelaksanaan  pemantauan, ‘evaluasi, dan pelaporan,
' pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta fasilitasi
.. dibidang perangkat Desa dan layanan administrasi; :

3R menyusuﬁ ' laporan = kinerja  Seksi Penataan | dan

B Administrasi Pemerintahan Desa;

k r»nengevalu;a‘si péléks'a:_n‘aan tugas dijajaran Seksi Penataan

' dan'Administrasi Pemerintahan Desa;

1. menyampaikan saran dan pertimbangan baik secara lisan

. maupun tertulis' kepada atasan sesuai dengan bidang

i tugasnya; dan

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

~ sesuai dengan bidang tugasnya.

. Pasal 10

‘Seksi Pengembangan - Kapasitas ‘Aparatur Desa mempunyai
_tugas melakukan  penyiapan perumusan dan pelaksanaan
‘kebijakan = dibidang  fasilitasi ~pengembangan kapasitas
~aparatur Desa antara lain pembinaan umum dan koordinasi,

pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, pemberian

» bimbinga;i‘ teknis ;‘da_n‘supyer;}isi, fasilitasi penyusunan standar
' kapasitas aparatur Desa, evaluasi dan pelaporan aparatur

' Desa, tata cara dan petunjuk teknis pengembangan kapasitas

@

~aparatur . Desa, badan. permusyawaratan Desa dan
-~ musyawarah Desa. e S ERSAERER

: Uraiarf Tugas ‘lt,er_s.“eblit pada éyaft) (1) ‘sebagai berikut:

- a. menylapkan "';jbiahan ; ‘perl‘imusanf dan peléksanaén

 kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi,

. pelaksanaan . pemantauan, - evaluasi, dan . pelaporan,

:’;,‘pernibcrian, bimbingan teknis dan supervisi serta fasilitasi
~dibidang penyusunan standar kapasitas aparatur Desa;

o b. menylapkan pahan = perumusan - dan pelaksanaan

- kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi, -
' pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, -
~ pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta fasilitasi
~ dibidang evaluasi dan pelaporan aparatur Desa; ’

e .”_rriqhyiéipkéri  bahan perumusan dan pelaksanaah :

~ kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi,
- pelaksanaan . pemantauan, - evaluasi, dan pelaporan, .
_ pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta fasilitasi

~ kapasitas aparatur Desa;

" dibidang tata cara dan petunjuk teknis pengembangan . '
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. menylapkan bahan perumusan dan pelaksanaan =
. kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi,
‘pelaksanaan . pemantauan, = evaluasi, dan pelaporan,
< pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta fas111ta81
,;__d1b1dang badan permusyawaratan Desa;

.,_’menylapkan bahan - perumusan dan pelaksanaan -
_kebijakan, pelaksanaan pemblnaan umum dan koordinasi,
- pelaksanaan ‘pemantauan, - evaluasi, = dan - pelaporan,
~ pemberian bimbingan teknls dan superv131 serta fasilitasi
’"d1b1dang musyawarah Desa; ~ ; -

, "menylapkan ' bahan perumusan ‘dan  pelaksanaan
~kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi, .. .
‘ ,-.pelaksanaan pemantauan evalua81 dan pelaporan, serta =
* fasilitasi = rapat ~koordinasi ~Pemerintahan Desa dan S
: 'k,‘Kelurahan di tingkat Kabupaten

i menylapkan ~bahan perumusan dan pelaksanaan
~ kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi,
- pelaksanaan = pemantauan, -evaluasi, dan pelaporan,
pembenan bimbingan teknis dan supervisi serta fasilitasi
" dibidang pemberdayaan ; perangkat Desa - dan
L Kelurahan,

menyusun laporan klner_]a dan mengevalua51 pelaksanaan

tugas Seks1 Pengembangan KapaSItas Aparatur Desa;

: menyampalkan saran ‘dan pertlmbangan baik secara hsan
‘maupun tertulls kepada atasan ‘sesuai dengan b1dang

tu gasnya

._.;"memberlkan pemlalan kmerja bawahan sesuail dengan
- ketentuan perundang—undangan yang berlaku; dan -

melaksanakan tugas lain yang dlberlkan oleh atasan
~sesuai dengan bldang tugasnya

Pasal 1 1

(1) ASeks1 Keuangan dan Aset Pemermtahan Desa mempunyai
' ‘tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan dan
- pelaksanaan kebgakan dibidang- fasilitasi keuangan danaset
_pemenmtahan desa, antara lain pelaksanaan pembinaan
umum dan koordinasi, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan
v pelaporan pemberlan blmbmgan teknis dan superv131

~ .'(2) Ura1an Tugas tersebut pada ayat (1) sebaga1 berikut:

AL

meny1apkan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan, pelaksanaan pembmaan umum  dan

" koordinasi, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan

pelaporan, - pemberian b1mbmgan teknis dan supervisi
serta fa5111tas1 dlbldang perencanaan dan anggaran Desa;
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menyiapkan = bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan,  pelaksanaan ~pembinaan  umum dan
koordinasi, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan, pemberian- bimbingan teknis dan supervisi
serta fasilitasi dibidang pelaksanaan, pertanggungjawaban
dan pelaporan keuangan Desa; ' : : :

menyiapkan bahan = perumusan dan pelaksanaan
kebijakan, pelaksanaan  pembinaan  umum dan
koordinasi, . pelaksanaan . pemantauan, evaluasi, dan
_ pelaporan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi
serta fasilitasi dibidang pendapatan Desa;

. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan,  pelaksanaan = pembinaan  umum dan
koordinasi, = pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan, - pemberian ‘bimbingan teknis dan supervisi
serta fasilitasi dibidang transfer dana Desa;

menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan, .pelaksanaan  pembinaan umum  dan
koordinasi, pelaksanaan - pemantauan, evaluasi, dan
- pelaporan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi
_serta fasilitasi dibidang penataan aset Desa;

menyiapkan = bahan ' perumusan dan pelaksanaan
kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi,
pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan,
.pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta fasilitasi
dibidang pemanfaatan aset Desa;

'menyiapkan' “bahan . perumusan  dan pelaksanaan

_kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi,
pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan,
pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta fasilitasi
dibidang sistem informasi keuangan Desa;

menyiapkan =~ bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi,
pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan,

pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta fasilitasi
- dibidang sistem informasi aset Desa;

menyusun laporan kinerja Seksi Keuangan dan Aset
Pemerintahan Desa; '

‘mengevaluasi /p‘elaksaha‘an tugas di jajaran Seksi
Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa; -

. menyampaikan saran dan pertimbangan baik secara lisan
maupun tertulis kepada atasan sesuai dengan bidang
tugasnya; R : o
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1. memberikan penilaian kinerja bawahan sesuai dengan

ketentuan perundang undangan yang berlaku dan

m -~‘melaksanakan tugas lam yang dlberlkan oleh atasan‘

“sesuai dengan bldang tugasnya j o

Baglan Keempat

BIDANG PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

(1)

| Pasal 12

Bidang Pembangunan dan - Pemberdayaan Masyarakat
- mempunyai - -tugas . menyelenggarakan perumusan dan-.. -
pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan pengelolaan :

pelayanan sosial’ dasar, pengembangan usaha ekonomi Desa,

pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, '

 pembangunan sarana dan prasarana Desa dan pemberdayaan

. masyarakat: Desa dan Kelurahan sesuau ketentuan peraturan

‘perundang undangan RS

@

B1dang ‘ Pembangunan dan Perberdayaan' Masyarakat :

menyelenggarakan fung51 sebaga1 berlkut

i a perumusan kebgakan d1b1dang pembmaan pengelolaan

b bpelaksanaan kebuakan dlbldang pemblnaan pengelolaan‘v o

: c}”:‘pembenan blmblngan tekms dan  supervisi dlbldarig

- pelayanan ' sosial dasar pengembangan usaha ekonomi
~desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi

e “tepat guna, dan . pernbangunan sarana prasarana Desa,

. '_serta pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan

‘pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi-

. desa, pendayagunaan sumber. daya alam dan teknologi
~ tepat: guna, dan pembangunan sarana prasarana Desa,

: ‘iserta pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan;

' pembinaan pengelolaan pelayanan sosial  dasar,
" ‘pengembangan  usaha ekonomi ' Desa, pendayagunaan’
sumber: daya - alam dan teknologl tepat ~guna, dan
,pembangunan sarana - prasarana Desa, serta

G v.ﬁpemberdayaan rnasyarakat Desa dan Kelurahan;

d ,pelaksanaan pemantauan, evalua31 dan pelaporan

“;idlbldang pemblnaan pengelolaan pelayanan sosial dasar,
pengembangan usaha ~ekonomi Desa, pendayagunaan

~sumber . daya alam dan teknolog1 tepat guna, dan**
o pembangunan ~ sarana - prasarana  Desa, serta ‘

. j pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan,

e, pelaksanaan adm1mstra<u pada Bldang Pembangunan dang o

‘Pemberdayaan Masyarakat dan
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S f pelaksahaa_n” fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

(3) Susunanv Organisasi Bidang ’Pembangunan dan Perberdayaan
Masyarakat, terdiri dari: ‘ : =

a. Seksi Pembinaan Pengelolaan Pelayanan Sosial Dasar dan
- Pemberdayaan Masyarakat; o
b.. Seksi. Pemberdayaan Teknologi Tepat Guna dan -
' Pembangunan Sarana Prasarana; dan S
_c. Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi.

" pasal 13

(1) Seksi Pembinaan Pengelolaan Pelayanan Sosial Dasar ‘dan
: Pcmberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melakukan
' penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang

pengelolaan - pelayanan sosial ~dasar dan pemberdayaan
‘masyarakat, antara lain pemberian bimbingan teknis dan
- supervisi, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan
dibidang - pengelolaan  pelayanan dasar, kesejahteraan
masyarakat, ‘adat, ~budaya, perlindungan sosial  serta
- pengembangan - akses informasi masyarakat, pengelolaan
pengembangan kapasitas masyarakat Desa dan Kelurahan,
perencanaan dan pembangunan partisifatif, advokasi peraturan
Desa, ketahanan masyarakat Desa serta kerjasama dan
- kemitraan masyarakat Desa. - L

“(2). Uraian Tugas térsebut pada ayat (1) sebagai berikut:

"a. menyiapkan =~ bahan perumusan. dan  pelaksanaan
kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis dan supervisi
serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaan pelayanan -
kesehatan Desa; -

b. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis dan supervisi
‘serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaan pelayanan

 pendidikan Desa; ' : |

C ‘menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan :

kebijakan, standarisasi, bimbingan: teknis dan supervisi :

serta . monitoring dan evaluasi bina pengelolaan
kesejahteraan perempuan dan anak; : _—

'd. menyiapkan - bahan . perumusan -dan pelaksanaan
: kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis dan supervisi
serta monitoring - dan evaluasi bina pengelolaan
- kesejahteraan sosial Desa;

e. - menyiapkan = bahan = perumusan ‘dan  pelaksanaan

~ kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis dan supervisi

serta monitoring dan evaluasi-bina pengelolaan fasilitasi
adat dan kearifan lokal; '




. menyiapkan = bahan perumusan dan = pelaksanaan

‘kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis dan supervisi
‘_"serta momtormg dan evaluasi bina pengelolaan fasilitasi
- seni dan budaya Desa dan Kelurahan L

:.menylapkan ‘bahan perumusan .~ dan  pelaksanaan

kebuakan standansasx bimbingan teknis dan supervisi

~serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaan kerukunan', 8
- dan ketentraman Desa dan Kelurahan

7  menylapkan ‘ bahan perumusan : dan pelakSanaan .
- kebijakan, standansaa blmblngan tekms dan supervisi

. serta momtormg ‘dan = evaluasi - bina pengelolaanf

e .vpenanganan konﬂlk s031a1 Desa dan Kelurahan

menylapkan bahan perumusan dan pelaksanaan:
,kebijakan standansam  bimbingan - teknis dan

“supervisi serta momtormg dan evaluasi bina pengelolaan =

. fasilitasi . pengembangan medla informasi . Desa dan
'Kelurahan ; ‘ T S o

;. fmenylapkan bahan pérufriﬁsan dan  pelaksanaan
. kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis dan supervisi =
_serta monitoring dan evalua31 bma pengelolaan akses e

‘ ‘1nforma51 Desa dan Kelurahan

__‘menylapkan fbahan o perumusan’ " dan  pelaksanaan

- kebijakan, standarisasi,  bimbingan  teknis  dan

‘supervisi, serta monitoring dan.evaluasi bina pengelolaan

o fasilitasi pembelajaran masyarakat Desa dan Kelurahan;

“menylapkan bahan - perumusan  dan pelaksanaan
kebijakan, standar1sa31 blmblngan teknis dan supervisi,

“serta monltormg dan ' evaluasi bina pengelolaan

: v;pendampmgan dan' kaderisasi masyarakat Desa. dan .
Kelurahan I D ,

i ;rnenylapkan bahan - perumusan dan pelaksanaan “
k:kebl_]akan 'standarisasi, bimbingan teknis dan supervisi,
- serta; momtorlng dan evaluas1 bina pengelolaan fasﬂlta51 ,
perencanaan dan pembangunan part131pat1f ' -

1. ‘menylapkan bahan ' perurnusan dan pelaksanaan '

kebijakan, standar1sa31 bimbingan teknis dan supervisi,’

‘serta monltorlng dan evaluasi bina pengelolaan analisis -
: dan pcnyusunan peraturan Desa : '

'meny1apkan | bahan perumusan dan pelaksanaah i

kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis dan supervisi,
serta monitoring dan evaluas1 blna pengelolaan fas111ta31
advoka31 hukum : L



q. 5‘meny1apkan bahén | uI‘JkérLim‘us'an dan pelaksanaan
. kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi,

| s mengevaluas1 pelaksanaan tugas di jajaran Seks1 S

= -17 _

p. menylapkan “bahan : - perumusan ~ dan pelaksanaén , ?,{ Sy

kebijakan, -standarisasi, bimbingan tekms dan supervisi,

‘serta’ momtorlng dan evaluas1 bma pengelolaan fa3111tas17 =
kemltraan RS , ‘

”\_'pelaksanaan - pemantauan, - evaluasi, dan ‘pelaporan,
pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta fasilitasi
idlbldang produk hukum desa tentang sosial budaya;

| T menyusun laporan kmer_]a Sek31 Pemblnaan Pengelolaan._f e

o Pelayanan 8031a1 Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat

Pembinaan Pengelolaan Pelayanan Sos1a1 Dasar dan

(8 ‘Pemberdayaan Masyarakat

ot ; menyampalkan saran dan pertlmbangan ba1k secara, lisan

- maupun. tertuhs kepada atasan sesua1 dengan bldang
“‘.~tugasnya S - .

o ‘membenkan pemlauan kmexja bawahan sesuai dengan

R

ketentuan perundang—undangan yang berlaku dan 3

v melaksanakan tugas lain yang d1ber1kan oleh atasan

‘ sesual dengan bldang tugasnya

Pasal 14

‘Seksi Pendayagunaan Teknolog1 Tepat Guna dan
‘Pembangunan = Sarana  Prasarana mempunyai  tugas i
 melaksanakan : penyiapan = perumusan dan pelaksanaan R
Lebuakan dlbldang pendayagunaan :teknologi tepat guna, dan '
. pembangunan - sarana prasarana Desa, antara lain pemberlan
‘bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan monitoring,
. evaluasi dan pelaporan 'di bidang pembinaan pendayagunaan
"teknologl tepat guna, pembmaan ‘pengelolaan sarana dan
~prasarana permuklman Desa, transporta31 Desa, pendukung

| ‘ekonomi Desa dan Kelurahan, elektrlfika31 Desa dan

(2)

‘ telekomumkam Desa

Uralan Tugas tersebut pada ayat (1) sebaga1 berikut:

".a.' ‘menylapkan bahan perumusan dan pelaksanaan

j;kebljakan standarlsas1 bimbingan tekms dan supervisi,
~serta’ rnomtorlng dan evalua31 bina pengelolaan fasﬂ1ta81
‘ 1nova31 dan prom031 teknologl tepat guna;
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.. menyiapkan = bahan perumusan dan 'pelaksanaan
- kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis dan supervisi,

serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaan pemetaan

‘ dan pendayagunaan teknologi tepat guna;

menyiapkan bahan  perumusan - dan  pelaksanaan
kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis dan supervisi,

. serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaan fasilitasi

pembangunan lingkungan permukiman Desa;

menyiapkan bahan perumusan = dan pelaksanvaan‘ :

kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis dan supervisi,
serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaan fasilitasi
sarana prasarana transportas1 Desa; :

meny1apkan  bahan perumusan - dan pelaksanaan
kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis dan supervisi,
serta monitoring’ dan evaluasi . bina pengelolaan fasilitasi

sarana dan prasarana produksi;

' menyiapkan ~ bahan pérumusan dan pelaksanaan :

kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis dan supervisi,
serta momtoung dan -evaluasi bina pengelolaan fasilitasi -
sarana dan prasarana pemasaran;

menyiapkan = bahan = perumusan. dan pelaksanaan
kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis dan supervisi,
serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaan fasilitasi
pembangunan sarana px asarana elektrlﬁka81 Desa; '

menylapkan . bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis dan supervisi, -
serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaan fasilitasi
sarana prasarana telekomun1kas1 Desa;

i menyusun ' laporan = kinerja  Seksi Pendayagunaan
Teknologi Tepat Guna dan Pembangunan Sarana

Prasarana'
mengevaluas1 peiaksanéan' tugas di jajaran Seksi
Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna dan Pembangunan
Sarana Prasarana;

menyampalkan saran dan pertlmbangan baik secara lisan

~ maupun tertuhs kepada atasan sesual dengan bidang
- tugasnya ‘

memberikan penilaian kinerja bawahan sesuai dengan,
ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan

melaksanakan tugas laln yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan bidang tugasnya.




a
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' Pasal 15

‘Sek"s1 Pengembangan Usaha Ekonorm mmempunyai tugas
melaksanakan Penyiapan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan di bidang pembinaan pengelolaan kelembagaan
‘Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), pengembangan usaha
- BUM Desa, perdagangan Desa, permodalan ekonomi Desa dan

" Kelurahan ' serta maha ekonom1 masyarakat Desa dan E

. (2)‘

"fKelurahan, R

Uralan 'I‘ugas tersebut pada ayat (1) sebaga1 berlkut

Ca.

'f menylapkan bahan perumusan - ‘dan pelaksanaan
- kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis dan supervisi, -
" serta  monitoring = dan evaluasi bina pengelolaan
pelaksanaan fa31hta51 pembentuka_n BUM Desa;

. rmenylapkan ‘ bahan perumusan dan pelaksanaan
- kebijakan; standansa& ‘bimbingan teknis dan supervisi, -
_ .serta  monitoring dan evaluasi  bina pengelolaan

L pelaksanaan fa31hta31 pelembagaan BUM Desa; |

_7"meny1apkan bahan’ perumusan ‘dan pelaksanaan‘ S
';{;kebgakan standar1sa31 ‘bimbingan tekms dan supervisi,
serta . monitoring  dan ‘evaluasi bina  pengelolaan
: :“pelaksanaan fa3111ta31 pengembangan usaha BUM Desa; L

.. menylapkan bahan ’ perumusan ‘dan pelaksanaan :
:_,kebuakan standarlsa51 b1mbmgan teknls dan supervisi,
_serta - monitoring ~dan evaluasi  bina pengelolaan -
= pelaksanaan fa3111ta31 pemasaran hasﬂ usaha BUM Desa et

S menylapkan bahan perumusan ‘dan pelaksanaan o
 kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis dan supervisi,
~ serta monitoring dan evaluasi b1na pengelolaan fas111tas1 -
‘f‘pengembangan pasar Desa, i : - :

; menylapkan  bahan perumusan dan pelaksanaan »
. kebijakan, standarisasi, bimbingan teknls dan supervisi,
.serta momtormg dan evaluasi bma pengelolaan fa3111ta31
,'fpengembangan Jarlngan pemasaran :

menylapkan bahan perumusan dan pclaksanaéﬁ R
- kebijakan, standarisasi, blmbmgan teknis dan supervisi, -

“serta momtorlng dan ‘evaluasi bina  pengelolaan

“ fasilitasi - permodalan ~-usaha ekonorm masyarakat
‘:‘Desa/Kelurahan : : ‘ SN

menylapkan bahan perumusan dan pelaksanaana‘ S
‘kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis dan supervisi,
“serta monitoring dan evalua31 bma pengelolaan fasﬂltasy 2
; usaha kred1t rmkro,. o : ~ .
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i. menyiapkan bahan  perumusan dan pelaksanaan
- kebijakan, ‘standarisasi, bimbingan teknis dan supervisi,
‘serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaan fasilitasi

tata kelola ekonomi Desa dan Kelurahan; ’

j. = menyiapkan = bahan  perumusan ' dan  pelaksanaan

' kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis dan supervisi,
serta  monitoring = dan “evaluasi ~ bina - pengelolaan
fasilitasi pengembangan = kewirausahaan Desa "dan -
Kelurahan;- I R :

k. menyiapkan bahan © perumusan dan  pelaksanaan
- kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi,
pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan,
pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta fasilitasi
dibidang produk hukum desa tentang ekonomi Desa dan
‘Kelurahan; = -~ : : :
1. menyusun k'laporan 'kinerja:- ‘Seksi Pengembangan Usaha
- Ekonomi; See gt : : .
m. .’rnenﬁgev_alyua’si» ‘pelaksanaan tugas di jajaran Seksi
.~ Pengembangan Usaha Ekonomi; ' ‘
n. menyampaikan saran dan pertimbangan baik secara lisan
; maupun tertulis kepada atasan, sesuai dengan bidang
tugasnya; B *

0. memberikah penilaiah kiherj"a bawahan sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan ‘

p- melaksanakan tugas ‘lain  yang- ‘diberikan oleh atasan
sesuai dengan bidang tugasnya.

" Bagian Kélima

BIDANG KELEMBAGAAN, KERJASAMA DESA DAN
PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

Pasal 16 |

(1) Bidang Kelembagaan, Kerjasama Desa dan Pembangunan
" Kawasan Perdesaan mempunyai tugas menyelenggarakan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan
Desa dan Kelurahan, kerja sama desa, evaluasi perkembangan
" desa, ' perencanaan pembangunan kawasan pedesaan,
 pembangunan sarana/ prasarana kawasan perdesaan, dan
' pembangunan ekonomi- kawasan predesaan, sesuai dengan
_ketentuan peraturan perundang—undangan.




- «’.('2)

~ Bidang ,’.K‘el‘embagaah,‘f Ke'rjkasamafDesa dan Pembangunan

Kawasan Perdesaan :menyelen'g‘garakah ‘fungsi sebagai

o berikut; :

a perumusan dan’ Pe,lak\-slanaar‘i" kebijékan, pelaksanaan

. pembinaan umum ‘dan ' koordinasi, ~  pelaksanaan
 pemantauan, . evaluasi, dan pelaporan, pemberian
 bimbingan  teknis < ‘dan ‘supervisi - dibidang fasilitasi
' kelembagaan masyarakat Desa dan Kelurahan, evaluasi

perkembangan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa

" dan Kelurahan, pemberdayaan kesejahteraan keluarga dan . e

kerja sama pemerintahan Desa; .

o b. pcnyiapan>_‘f‘ perumusan dan - 'pélaksanaan‘ kebijakan,

e

S

. pelaksanaan pembinaan  umum  dan koordinasi,
- pelaksanaan ~pemantauan, - evaluasi, dan pelaporan,
~ pemberian  bimbingan teknis dan  supervisi, dibidang

_perencanaan = pembangunan = kawasan perdesaan,

~pembangunan sarana/ prasarana kawasan perdesaan, dan
~ pembangunan ekonomi kawasan perdesaan; : :

el f'peléL:Sanaall adﬁlinistrési 7 pada‘ - Bidang Kelembagaan,

- Kerjasama Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan;
e Lot Doaeneed

‘ld. , ipelaksginaari fLyngéi lain yarig dibéfikah oleh Kepala.

‘Sthnan:OI'galliSQSi Bidang Kélembégaan, 'Kér'jasama Desa dan
~ Pembangunan Kawasan; Perdesaan, terdiri dari:

a.  Seksi Pembangunan Kawasan Perdesaan;

b. Seksi Kelembagaan; dan

.C. “‘Sekvsi Kerjasama‘Des:av‘dan Evaluasiv‘Perkembangan Desa.

s Pa'sal:_17 v 1 ;

Seksi Pernibaﬁriguharil”liév.&iaséh Perdesaan mempunyai tugas
menyelenggarakan . perumusan . dan pelaksanaan

kebijakan dibidang perencanaan  pembangunan kawasan

~ perdesaan, ~ pembangunan  sarana/prasarana kawasan
. perdesaan, dan pembangunan ekonomi kawasan perdesaan

sesuai = ketentuan peraturan perundang-undangan = antara
lain  pelaksanaan . pembinaan umum  dan koordinasi,

.pelaksanaan = pemantauan, . evaluasi, dan pelaporan,

~ “pemberian - bimbingan teknis dan = supervisi, “dibidang

perencanaan - pembangunan -~ kawasan perdesaan,

- pembangunan sarana/ prasarana -kawasan perdesaan, dan
pembangunan ekonomi kawasan perdesaan. S




,‘ : (2) Ur,aia"n‘ »’I‘l;llrg'as;té‘fsebut pada ayat (1) sébagai berikut:

a.

kmenyifapk\’a'n_ ‘bahan . perumuSan ‘ke;b:ijakkan," pelakéanaarll,'
 kebijakan, standarisasi, ‘bimbingan teknis dan supervisi,

. serta monitoring dan evaluasi bidang perencanaan .

| pembangunan kawasan perdesaan; -
menyiapkan bahan perumusan .;’kkeb‘ijakan, ~ pelaksanaan -
' kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis dan supervisi
~'serta - monitoring dan: evaluasi bidang evaluasi dan
- pelaporan pembangunan kawasan perdesaan; §
- menyiapkan bbahan:, p‘erumlis:ah ’kebki’jakan, 'pelaksanaar‘i?: SR
 kebijakan, standardisasi,"bimbingan‘Lteknis dan supervisi,
 serta. monitoring dan  evaluasi analisa  kebijakan =
pemanfaatan hutan dalam rangka analisa kebijakan =

~ekonomi kawasan perdesaan;

menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan
_ kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, *
_serta ~ monitoring dan evaluasi ‘analisa  kebijakan
 pertambangan dalam- rangka analisa’ kebijakan ekonomi
. kawasan perdesaan; . RN N R
.. menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan
“kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis dan supervisi,
serta’ monitoring -dan evaluasi sinkronisasi program.
 pemerintah . dalam - rangka  pengembangan pusat
- pertumbuhan ekonomi; - SRR : T
 menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan
' kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis dan supervisi,
~ serta . monitoring dan evaluasi penyiapan. potensi
" masyarakat - dalam = rangka pengembangan pusat”
- pertumbuhan ekonomi; SITS : :

e menyiapkan bahan’ ‘perﬁmusan ~kebijakan, pelakSaiiééh
. kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis -dan supervisi,
serta monitoring dan evaluasi pengembangan permodalan;:

 menyiapkan baihaﬁwperufnuéan"l kebijakan, pelaksanaan'
~ kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis dan supervisi, -
. serta monitoring dan evaluasi pengembangan investasi;

. menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan
~ kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis dan supervisi,
" . 'serta’ monitoring dan evaluasi. pengembangan fasilitas
“ usahaekonomi; - o : g e

men:yriélpkaﬁ’. bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan

- kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis dan supervisi,

- serta. monitoring dan evaluasi . pengembangan fasilitas

pemasaran;
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menyiapkan bahan pemmﬁsan kebijakan, pelaksanaan

- kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis dan supervisi,

serta monitoring dan evaluasi sarana dan prasarana
ekonomi kawasan perdesaan; ' '

menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan

- kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis dan supervisi,

serta monitoring dan evaluasi sarana dan prasarana

~ pelayanan dasar kawasan perdesaan; | -

. mcnjiapkén bahan perumusan kebijakan, peiaksanaan' o
‘kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis dan supervisi,

serta monitoring dan evaluasi identifikasi dan pemetaan
potensi sumber daya alam kawasan perdesaan;

menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan
kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis dan supervisi,

" serta monitoring dan evaluasi pengembangan — dan

pemanfaatan potensi sumber daya alam - kawasan
perdesaan; ’ ’ :

. menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan

kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis dan supervisi, -

 serta monitoring dan evaluasi penyiapan pendampingan
-, manajemen; : ,

meriyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan
kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis dan supervisi,
serta monitoring dan evaluasi pendampingan teknis;

'rrienyiapkan bahan perumusan “kebijakan, pelaksanaén )

kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis dan supervisi,

~serta monitoring dan evaluasi kerja sama antar lembaga;

menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan
kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis dan supervisi,
serta monitoring dan evaluasi kemitraan usaha;

menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan
kebijakan, standarisasi; bimbingan teknis dan supervisi,
serta monitoring dan evaluasi identifikasi keserasian
kawasan perdesaan; ’ -

menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan
kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis dan supervisi,
serta monitoring dan evaluasi fasilitasi keserasian kawasan
perdesaan; '

menyusun ‘laporan kinerja Seksi Pembangunan Kawasan
Perdesaan;




iy S

v ~<;fmengevaluasi - pelaksanaan ~v‘tugas di - jajafan ' Seké;i‘ -
- Pembangunan Kawasan Perdesaan; - "
- W ;"mtépyaxixiljéikéi1 sarandanfpeftimban“gan baik secara lisan -
~ maupun -tertulis “kepada atasan sesuai dengan bidang -
_ tugasnya; - ’ L .
o y km}embéiryik.an ; pen1la1an kirierja bawahan sesuai dengé’n
’ ketentua‘n;pemndang-undangan yang berlaku; dan

z melaksanakantugas "le'ii'nb yéng"idiberikan oleh atasan
 sesuai dengan bidang tugasnya.

 bsatts

(1) Seksi  Kelembagaan ‘mempunyai tugas melaksanakan
. perumusan  dan - pelaksanaan kebijakan dibidang - fasilitasi ’
 kelembagaan antara lain penyiapan perumusan  dan
- pelaksanaan kebijakan, - pelaksanaan pembinaan umum dan
 koordinasi, - pelaksanaan - pemantauan, evaluasi, dan
' pelaporan, ‘pemberian bimbingan “teknis - dan . supervisi,
. dibidang fasilitasi . kelembagaan ‘masyarakat Desa dan’
" Kelurahan, = pembinaan - kemasyarakatan  Desa  dan
Kelurahan, pemberdayaan kesejahteraan keluarga. :

: (2 U‘rr_a‘iarfl ’I‘iigas.“ters‘e‘but pada véiiya'tk(l) sébagai berikut:

 a. menyiapkan  bahan perumusan dan pelaksanaan
- kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi,
- pelaksanaan : pemantauan,  evaluasi, dan pelaporan,
- pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta fasilitasi
© dibidang penataan lembaga kemasyarakatan Desa dan
~ kelurahan; = PRV R S : »
‘b. menyiapkan . bahan perumusan  dan ~ pelaksanaan
" kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis dan supervisi,
- serta monitoring dan evaluasi dibidang bina pengelolaan
 fasilitasi =~ lembaga = kemasyarakatan Desa dan -
_ Kelurahan;. - SO o :
c. menyiapkan = bahan perumusan dan  pelaksanaan L
 kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi,
- pelaksanaan pemantauan, - evaluasi, dan pelaporan,
- pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta fasilitasi -
~ dibidang ketenteraman dan ketertiban umum Desa dan -
-~ Kelurahan; - A i o

e. menyiapkan  bahan . ‘perumusan . dan pelaksanaan
' kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi,
" pelaksanaan ~pemantauan, evaluasi, dan pelaporan,
 pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta fasilitasi
- dibidang perlindungan masyarakat Desa dan Kelurahan;




Lolo5.

1 : inenyiapkan _bahan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi,
~ pelaksanaan  pemantauan, evaluasi, dan pelaporan,
pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta fasilitasi
dibidang peningkatan pemberdayaan Kkesejahteraan V
keluarga; Ll o : '

g. menyiapkan = bahan ' perumusan dan pelaksanaan
kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi,
pelaksanaan  pemantauan, " evaluasi, dan pelaporan,
pemberian bimbingan- teknis dan supervisi serta fasilitasi
dibidang lomba gotong  royong masyarakat Desa dan
Kelurahan,; ;

~ h. menyusiin laporan kinerja ‘S'_‘eksi Kelembagaan;

(1)

(2)

i. mengevaluasi pelaksanaan tugas di Seksi Kelembagaan; ,’
j. menyampaikan saran dan pertimbangan baik secara liSari |
maupun tertulis kepada atasan sesuai dengan bidang
tugasnya; T T AR :
k. memb_efikaﬁ pénilaian kinerja bawahan sesuai dengan
- ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan -

1. melaksanakan tugas lain yang diberikan. oleh atasan“ .

sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 19

Seksi Kerj'asar‘na_ Desa dan Evaluasi Perkembangan Desa
mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan dibidang fasilitasi kerjasama desa dan evaluasi

perkembangan Desa antara lain pembinaan umum dan
koordinasi, pelaksanaan = pemantauan, evaluasi, dan

pelaporan, . pemberian bimbingan teknis  dan supervisi,
dibidang fasilitasi kerjasama Desa dan evaluasi perkembangan
Desa dan Kelurahan. - : - '

vU\réi»an Tug’as tersebut pada ‘aye:l‘t (1) sebagai berikut :

a. menyiapkan bahan = perumusan - dan pelaksanaan
. kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi,
pelaksanaan pemantauan, evaluasi, . dan pelaporan, -
pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta fasilitasi
dibidang kerja sama antar pemerintahan Desa;

b. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis dan supervisi,
‘serta monitoring dan evaluasi dibidang bina pengelolaan
{asilitasi kerja sama Desa; " ’
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“menyiapkan bahan. penyeras;iyah _ p‘e‘x"umusan d.an
pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum

 dan koordinasi, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan '

- pelaporan, . pemberian . bimbingan teknis dan supervisi
- serta [asilitasi dibidang penyusunan kebijakan evaluasi
- perkembangan Desa dan Kelurahan; o _

menyiapkan - bahan = perumusan dan pelaksanaan
" kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi, .
pelaksanaan  pemantauan, evaluasi, dan pelaporan,

 pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta fasilitasi

h

Kelurahan;

dibidang pelaksanaan evaluasi perkembangan Desa dan ik

Kelurahan;

“menyiapkan _bahan fpemmuSéh . dan pelaksanaan

kebijakan, = pelaksanaan  pembinaan  umum dan

k\o’ordi‘nasi,’ pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan :
- pelaporan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi .

serta fasilitasi d1b1dang ’pelaksanaan lomba Desa dan -

menylapkan bahan ' perumusan  dan pelaksanaan

" kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi,
~pelaksanaan  pemantauan, = evaluasi, dan pelaporan,
" pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta fasilitasi
‘dibidang kerja sama lembaga non pemerintah; :

“':me‘njdisu,n '1a"pota‘n‘ kinerja Sekéi Kerjasama Desa dan
Evaluasi Perkembangan Desa;.-... ‘
mengevaluasi ‘pelaksanaan tugas < di jajaran Seksi

Kerjasama Desa dan Evaluasi Perkembangan Desa; . "

i:menyé_uhﬁél:ikan‘ saran daxl.pertimbangaﬁ baik secara lisan
~ maupun tertulis kepada ~atasan sesuai dengan bidang

tugasnya;
‘,‘kfne;r'nbzer‘i‘ka‘h pemleuan kinerja bawahan sesuai dengan
= ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
| jméiak'sanék’a‘n"ftuga‘s‘* lain yang diberikan oleh atasan
- sesuai dengan bidang tugasnya. o

- UNIT PELAKSANA TEKNIS

. Pasal20

Pada ’Din"é\é‘; dapatdlbentuk ‘U‘nitf,‘Pele‘lkSana Teknis (UPT)

bcfdasarkan ‘kebutuhan dan beban kerja.:
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e N

UPT‘ adalah Un1t Pelaksana Teknis untuk melaksanakan

keglatan “teknis operasxonal ‘dan/atau kegiatan teknis

~ penunjang yang mempunyai wilayah kerja meliputi satu atau-

A :3 ‘v beberapa Kecamatan dalam daerah Kabupaten Bengkalis.
- 3)

UPT d1p1mp1n oleh seorang Kepala UPT yang berada dibawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala dan secara operasional

: .berkoordlna'31 dengan Camat

@

-

‘Pembentukan UPT dltetapkan dengan . Peraturan Bupatl‘

dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan;

\yang berlaku

SR T BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 2 1

'Kelompok Jabatan Fungsmnal terd1r1 dan sejumlah tenaga e

dalam jenjang Jabatan Fungsmnal sesua1 dengan bldang ,

'V keahhannya

f‘Kelompok Jabatan I"ungsmnal d1p1mp1n oleh seorang tenaga oS
fungsional senior yang berada dlbawah dan berta.nggung _]awab,

’ g kepada Kepala

@

Jumlah Jabatan I"ungsmnal dltentukan berdasarkan 31fat
jenis dan beban ker_]a sesuai dengan peraturan perundang-

~undang yang berlaku

'Pemblnaan terhadap tenaga fungs1onal dllakukan sesuai

dengan peraturan perundang undangan yang berlaku

: QVBAB\HI “u., |
“ESELONERDKE,,“"

L Pasa122 ey 5

Jabatan Eselonermg pada Dinas Pemberdayaan Masyarakan dan
Desa terdlrl dar1 < : _ :

oas

b

;Kepala adalah Jabatan eselon II / b
‘Seketarls adalah Jabatan eselon III / a,

,Kepala Bldang pada Dlnas Pemberdayaan Masyarakan dan :
_Desa adalah _]abatan eselon III/b dan : i

Kepala Sub Baglan dan Kepala Sekéa pada Dinas .
Pemberdayaqn Masyarakan dan Desa adalah _]abatan eselon

‘.JV/a




(1)

@

(3)
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BAB VIII
TATA KERJA

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala, Sekretaris, Kepala
Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kelompok Jabatan
Fungsional dan Kepala UPT wajib melaksanakan prinsip
koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan
horizontal. ’ ' ' |

‘Setiap Pimpihém Satuan 'Ofganisasi dilingkungan Dinas,

bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan
bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta
petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Setiap Pirr'lpina:n Satuan Orgahisasi dilingkungan Dinas, wajib |
mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada
atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat

pada waktunya.

BABIX

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

()

(2)

(3)

Pasal 24

Kepala diangkat dan \diberher’i‘tikan oleh Bupati dari Aparatur
Sipil Negara (ASN) yang memenuhi syarat sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sekretaris, Kepala;Bidar}g, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi,
Kepala UPT . dan Jabatan Fungsional diangkat dan

~diberhentikan oleh Bupati = sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Pengangkatan Kepala, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub

Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPT dan Jabatan Fungsional,

‘perlu - diperhatikan persyaratan umum kepangkatan serta
~ kecakapan dan kemampuan teknis yang diperlukan untuk

kelancaran tugas.
. BABX
PEMBIAYAAN

Pasal 25

Sumber-sumber Pembiayaan Dinas dibebankan kepada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, subsidi atau bantuan Pemerintah
Pusat dan bantuan dari lembaga lain yang sah di luar Pemerintah
Daerah dengan persetujuan. Bupati sesuai' dengan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku. S :
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BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini dinyatakan berlaku, Pejabat yang
lama tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dilantiknya
pejabat yang baru.

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka segala ketentuan
yang mengatur hal yang sama dan atau bertentangan dengan
Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis )
pada tanggal 30 November 2016

BUPATI BENGKALIS,
- M

AMRIL MUKMININ

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 2 Desember 2016

Plt. SE ARIS DAERAH KEBUPATEN BENGKALIS

-

H7ARIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2016 NOMOR 49
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